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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Rencana 

Strategis (Renstra) Perubahan ke-III Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 

dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. 

Rencana Strategis Perubahan ke-III Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-

2024 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu lima tahun yang bersifat teknis 

operasional dan berfungsi sebagai acuan operasional di dalam terwujudnya perencanaan 

pembangunan sebagaimana yang dikehendaki. 

Oleh sebab itu Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya mempunyai maksud dan tujuan 

sebagai implementasi atau penjabaran dari Misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau 

dihasilkan pada kurun waktu kedepan. 

Penyusunan Rencana Strategis Perubahan ke-III Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya 

Tahun 2019-2024 ini menjabarkan program dan kegiatan yang merupakan prioritas bagi 

Sekretariat Daerah dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pembangunan Kebupaten Kubu 

Raya lima tahun mendatang. Kami menyadari bahwa Rencana Strategis ini tidak akan dapat 

tersusun tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Disadari bahwa Penyusunan Rencana 

Strategis ini masih jauh dari sempurna, tetapi mudah-mudahan dapat bermanfaat sebagai bahan 

masukan dan evaluasi dalam upaya meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. 

Akhir kata semoga Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Sekretariat Daerah 

Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 ini dapat terlaksana sesuai harapan dan tahapan yang 

telah dilalui serta memberi manfaat bagi peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pembangunan khususnya di Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya.  

 

Sungai Raya,                           2022 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KUBU RAYA 

 

 

YUSRAN ANIZAM, S.Sos, M.Si 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19690630 198903 1 005 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Dalam menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, Pemerintah 

Kabupaten Kubu Raya telah menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, 

berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang mengacu kepada 

RPJPD Kabupaten Kubu Raya, RPJMD Provinsi Kalimantan Barat dan RPJM Nasional. 

RPJMD Kabupaten Kubu Raya menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan di 

setiap Perangkat Daerah, yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Strategis (Renstra) 

masing-masing Perangkat Daerah. Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus 

ditempuh oleh setiap Perangkat Daerah dalam menjawab tuntutan lingkungan dan 

perkembangan wilayah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab yang di 

embannya. Renstra memiliki peran yang sangat penting untuk menuntun Perangkat Daerah 

dalam memberikan konstribusi bagi upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah 

daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan 

berbagai sumber daya yang dimiliki. Renstra menjadi kunci yang akan menunjukan 

penjabaran kebijakan melalui rencana-rencana yang sangat prioritas sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsinya, karena itu rencana-rencana dimaksud disertai dengan target yang 

harus dipenuhi dan dipertanggung jawabkan pencapaiannya, sehingga secara nyata 

kebijakan yang diambil dapat diketahui pula pencapaiannya, dengan demikian 

penyelenggaraan Pemerintahan dapat berjalan secara akuntabel. Sejalan dengan itu 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa menjadi cita-cita dan 

harapan setiap warga negara, tuntutan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik “Good 

Governance” yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab, 

efisien dan efektif yakni dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara 

pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Dengan demikian kepemerintahan yang baik 

adalah pemerintahan yang mampu mempertanggung jawabkan segala sikap, prilaku dan 

kebijakan yang dibuat baik secara politik, hukum, maupun ekonomi dan di informasikan 

secara terbuka kepada publik. 

Untuk mewujudkan Clean and Good Governance merupakan tantangan yang harus 

dipenuhi oleh pemerintah sehingga keinginan masyarakat terhadap pemerintah yang berdaya 

guna, berhasil guna dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat menjadi kenyataan. 

Langkah yang perlu dan harus dikembangkan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik 

adalah penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan legitimasi, sehingga 

penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif dan 

efisien serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam rangka itu, cara pengelolaan 

pemerintah dan pembangunan yang perlu dilakukan adalah membangun perubahan secara 

bersama-sama baik perubahan sektor pemerintah, swasta maupun masyarakat. Perwujudan 

good governance dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Kubu Raya, memerlukan 

tenaga yang memiliki kompetensi dan profesionalisme serta kinerja yang tinggi. Seluruh 

pegawai Sekretariat Daerah harus merespon perubahan lingkungan dan perkembangan 
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wilayah yang demikian cepat, mampu menanggapi reformasi agar kesan masyarakat maupun 

kalangan swasta yang sering menilai birokrasi pemerintah sebagai birokrasi yang tidak 

efisien, lamban serta korup tidak lagi terjadi. 

Rencana strategis perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD 

adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Sebagai 

dokumen induk perencanaan tingkat perangkat daerah, Renstra PD memuat visi, misi, tujuan, 

strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah. Visi, misi, tujuan, strategi dan 

kebijakan dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang 

ditetapkan dalam RPJMD. Renstra PD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat 

daerah serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. 

Proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah melalui tahapan-tahapan 

sebagai berikut : 

a. persiapan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah; 

b. penyusunan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah; 

c. penyusunan rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan 

d. penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah. 

Rencana Strategis Perangkat Daerah menjawab 3 (tiga) pertanyaan dasar, antara lain :  

a. kemana pelayanan perangkat daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang 

hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun; 

b. bagaimana mencapainya; dan 

c. langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. 

 

B. LANDASAN HUKUM 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421). 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700). 

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4725). 

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di 

Provinsi Kalimantan Barat. 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2O14 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679). 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833). 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322. 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 

74 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 

9. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10). 

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2020-2024. 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda 

Tentang RPJPD, dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, 

dan Nomenklatur Perencanaa Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah. 

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi 

dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025. 

17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023. 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16). 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya No 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten Kuburaya Tahun 2016-2036. 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024. 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan 

Dan Susunan Perangkat Daerah. 
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C. MAKSUD DAN TUJUAN 

Tujuan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 

yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima)  tahunan dimaksudkan untuk memberikan 

arah dan pedoman umum bagi segenap pimpinan dan staf Sekretariat Daerah Kabupaten 

Kubu Raya dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dalam 

menyusun kebijakan program, dan kegiatan yang berkaitan bidang perencanaan 

pembangunan daerah. 

Adapun tujuan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 

2019-2024, sebagai berikut : 

1. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Sekretariat Daerah Kabupaten 

Kubu Raya dalam mendukung terwujudnya Visi, Misi dan Program Prioritas  Bupati dan 

Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2019-2024. 

2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah 

Kabupaten Kubu Raya dalam setiap tahunnya. 

3. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja Sekretariat 

Daerah Kabupaten Kabupaten Kubu Raya. 

4. Menjamin terwujudnya konsistensi dan sinergis antara perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah. 

 

D. HUBUNGAN RENCANA STRATEGIS DENGAN DOKUMEN PERENCANAAAN LAINNYA 

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 yang 

memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang 

disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah serta berpedoman kepada 

RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 dan bersifat indikatif, yang dilaksanakan 

langsung oleh Sekretariat Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi 

masyarakat. 

Gambaran tentang hubungan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu 

Raya Tahun 2019-2024 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitannya dengan 

sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan dapat dilihat pada 

Gambar 1.1 berikut ini : 

Gambar 1.1 
Hubungan Rencana Strategis Sekretariat Daerah 

Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 
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E. SISTEMATIKA PENULISAN 

Dalam Penulisan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 

2019-2024 terdiri dari : 

Daftar Isi 

Daftar TabeL 

Daftar Gambar 

BAB I  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Landasan Hukum 

C. Maksud Dan Tujuan 

D. Hubungan Rencana Strategis dengan Dokumen Perencanaaan Lainnya 

E. Sistematika Penulisan 

BAB II  GAMBARAN UMUM PELAYANAN 

A. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi 

B. Sumber Daya SKPD 

1. Sumber Daya Manusia  

2. Sarana dan Prasarana  

C. Kinerja Pelayanan SKPD 

D. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan 

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan SKPD 

B. Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

C. Telaah Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya 

D. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

BAB IV  TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH  

A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

A. Strategi dan Arah Kebijakan 

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

A. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019-2024 

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

BAB VIII PENUTUP 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM PELAYANAN 

 

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI 

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dibentuk berdasarkan Undang-Undang  Nomor 35 

Tahun 2007 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kubu Raya, yang 

merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Mempawah. Tujuan utama pemekaran 

Kabupaten ini adalah agar kesejahteraan masyarakat dapat cepat terwujud dengan 

memperlancar pelayanan terhadap masyarakat dengan mendekatkan pusat kekuasaan pada 

wilayah-wilayah yang melingkupi kabupaten ini. Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya 

merupakan perangkat daerah melaksanakan kewenangan otonomi dalam rangka 

pelaksanaan tugas yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang 

berlaku. 

Dalam rangka penyesuaian terhadap pelaksanaaan program dan kegiatan di 

Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya, maka Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 55 

Tahun 2016 tanggal 13 Desember 2016 dirubah kedalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 

107 Tahun 2019 tanggal 16 Desember 2019 dan dirubah kembali dengan Peraturan Bupati 

Kubu Raya Nomor 55 Tahun 2021 tanggal 19 Oktober 2021 akibat dari Peraturan Bupati 

Kubu Raya Nomor 107 Tahun 2019 tanggal 16 Desember 2019 yang tidak sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi 

Pemerintah,  dengan tugas pokok Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya adalah 

membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap 

pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah, asisten dan staf ahli serta pelayanan 

administratif. 

Adapun Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya berdasarkan 

Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 55 Tahun 2021 adalah sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA 
 

 

Sumber : Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya 
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Sekretaris Daerah dibantu 3 (tiga) asisten, yaitu : 

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi 4 (empat) Bagian, yaitu : 

a. Bagian Tata Pemerintahan 

b. Bagian Hukum 

c. Bagian Kerjasama dan Pertanahan dengan 2 (dua) Sub Bagian, yaitu : 

1) Sub Bagian Tata Guna Tanah 

2) Sub Bagian Inventarisasi dan Penyelesaian Konflik 

d. Bagian Kesejahteraan Rakyat 

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 

Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi 3 (tiga) Bagian, yaitu : 

1. Bagian Pembangunan dan Perekonomian 

2. Bagian Sumber Daya Alam 

3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 

3. Asisten Administrasi Umum 

Asisten Administrasi Umum membawahi 4 (empat) Bagian, yaitu : 

a. Bagian Organisasi 

b. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dengan 1 (satu) Sub Bagian, yaitu : 

1) Sub Bagian Protokol 

c. Bagian Perencanaan dan Keuangan 

d. Bagian Umum 

Tugas Pokok dan Fungsi 

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 55 Tahun 2021 tanggal 19 Oktober 

2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya,  tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah 

Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut : 

a. SEKRETARIS DAERAH 

Tugas Pokok 

Sekretaris Daerah adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, 

mengkoordinasikan, merumuskan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, 

mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan serta melaporkan kegiatan Sekretariat 

Daerah berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan. 

Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi 

yaitu :  

a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah; 

b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah, Asisten dan 

Staf Ahli; 

c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah; 

d. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah; 

e. Penyelenggaraan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya.  
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b. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 

Tugas pokok 

Membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas koordinasi, perumusan, 

pembinaan, pengarahan, penyelenggaraan dan evaluasi kebijakan daerah di Bagian 

Tata Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Hukum serta Bagian 

Kerjasama dan Pertanahan. 

Fungsi  

a. Penyusunan kebijakan daerah di Bagian Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, 

Hukum serta Kerjasama dan Pertanahan; 

b. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di Bagian Tata Pemerintahan, 

Kesejahteraan Rakyat, Hukum serta Kerjasama dan Pertanahan; 

c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas SKPD di Bagian Tata Pemerintahan, 

Kesejahteraan Rakyat, Hukum serta Kerjasama dan Pertanahan; 

d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Bagian Tata 

Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum serta Kerjasama dan Pertanahan; 

e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan 

kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi 

pencapaian tujuan kebijakan di Bagian Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, 

Hukum serta Kerjasama dan Pertanahan; dan 

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dibidang tata 

pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum serta kerjasama dan pertanahan. 

c. BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 

Tugas Pokok 

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan 

penyelenggaraan tugas dibidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan 

serta otonomi daerah. 

Fungsi  

a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bagian Tata 

Pemerintahan; 

b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur 

penyelenggaraan tugas di Bagian Tata Pemerintahan sesuai lingkup tugasnya; 

c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang administrasi pemerintahan, 

administrasi kewilayahan serta otonomi daerah; 

d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan 

lingkup tugasnya; 

e. Pengendali kegiatan di Bagian Tata Pemerintahan; 

f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bagian 

Tata Pemerintahan; dan 

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 
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d. BAGIAN HUKUM 

Tugas Pokok 

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan 

penyelenggaraan tugas dibidang peraturan perundang-undangan, bantuan hukum serta 

dokumentasi dan informasi. 

Fungsi 

a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bagian Hukum; 

b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur 

penyelenggaraan tugas di Bagian Hukum sesuai lingkup tugasnya; 

c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perundang-undangan, bantuan 

hukum serta dokumentasi dan informasi; 

d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan 

lingkup tugasnya; 

e. Pengendalian kegiatan di Bagian Hukum; 

f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bagian 

Hukum; dan 

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

e. BAGIAN KERJASAMA DAN PERTANAHAN  

Tugas Pokok 

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan 

penyelenggaraan tugas kerjasama dalam negeri, luar negeri dan evaluasi, tata guna 

tanah serta inventarisasi dan penyelesaian konflik. 

Fungsi 

a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bagian Kerjasama dan 

Pertanahan; 

b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur 

penyelenggaraan tugas di Bagian Kerjasama dan Pertanahan sesuai lingkup 

tugasnya; 

c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Kerjasama dalam negeri, luar 

negeri dan evaluasi, tata guna tanah serta inventarisasi dan penyelesaian konflik; 

d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan 

lingkup tugasnya; 

e. Pengendalian kegiatan di Bagian Kerjasama dan Pertanahan; 

f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bagian 

Kerjasama dan Pertanahan; dan 

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

 

 

 



RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN III 
(RPJMD-P KABUPATEN KUBU RAYA 

TAHUN 2019-2024) 
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA 

 

Halaman 11 

 

f. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 

Tugas Pokok 

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan 

penyelenggaraan tugas di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan 

kesejahteraan masyarakat.  

Fungsi 

a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bagian Kesejahteraan 

Rakyat; 

b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur 

penyelenggaraan tugas di Bagian Kesejahteraan Rakyat sesuai lingkup tugasnya; 

c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang bina mental spiritual, 

kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; 

d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan 

lingkup tugasnya; 

e. Pengendalian kegiatan di Bagian Kesejahteraan Rakyat; 

f. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bagian 

Kesejahteraan Rakyat; dan 

g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

g. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 

Tugas Pokok 

Membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas koordinasi, perumusan, 

pembinaan, pengarahan, penyelenggaraan dan evaluasi kebijakan daerah di Bagian 

Pembangunan dan Perekonomian, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa serta Bagian 

Sumber Daya Alam. 

Fungsi  

a. Penyusunan kebijakan daerah di Bagian Pembangunan dan Perekonomian, 

Pengadaan Barang dan Jasa serta Sumber Daya Alam; 

b. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di Bagian Pembangunan dan 

Perekonomian, Pengadaan Barang dan Jasa serta Sumber Daya Alam; 

c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas SKPD di Bagian Pembangunan dan 

Perekonomian, Pengadaan Barang dan Jasa serta Sumber Daya Alam; 

d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Bagian Pembangunan 

dan Perekonomian, Pengadaan Barang dan Jasa serta Sumber Daya Alam; 

e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan 

kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi 

pencapaian tujuan kebijakan di Bagian Pembangunan dan Perekonomian, 

Pengadaan Barang dan Jasa serta Sumber Daya Alam; dan 

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dibidang 

pembangunan dan perekonomian, pengadaan barang dan jasa serta sumber daya 

alam yang berkaitan dengan tugasnya. 
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h. BAGIAN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN 

Tugas Pokok 

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan 

penyelenggaraan tugas dibidang administrasi pembangunan, pembinaan BUMD, BLUD, 

perencanaan dan pengawasan usaha mikro, serta pengendalian dan distribusi 

perekonomian.  

Fungsi 

a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bagian Pembangunan 

dan Perekonomian; 

b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur 

penyelenggaraan tugas di Bagian Pembangunan dan Perekonomian sesuai lingkup 

tugasnya; 

c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi pembangunan, 

pembinaan BUMD, BLUD, perencanaan dan pengawasan usaha mikro, serta 

pengendalian dan distribusi perekonomian; 

d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan 

lingkup tugasnya; 

e. Pengendalian kegiatan di Bagian Pembangunan dan Perekonomian; 

f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bagian 

Pembangunan dan Perekonomian; dan 

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

i. BAGIAN SUMBER DAYA ALAM 

Tugas Pokok 

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan 

penyelenggaraan tugas dibidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan 

perikanan, sumber daya alam energi dan air.  

Fungsi 

a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bagian Sumber Daya 

Alam; 

b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur 

penyelenggaraan tugas di Bagian Sumber Daya Alam sesuai lingkup tugasnya; 

c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang sumber daya alam pertanian, 

kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam energi dan air; 

d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan 

lingkup tugasnya; 

e. Pengendalian kegiatan di Bagian Sumber Daya Alam; 

f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bagian 

Sumber Daya Alam; dan 

g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 



RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN III 
(RPJMD-P KABUPATEN KUBU RAYA 

TAHUN 2019-2024) 
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA 

 

Halaman 13 

 

j. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 

Tugas Pokok 

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan 

penyelenggaraan tugas dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan 

LPSE, serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. 

Fungsi 

a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bagian Pengadaan 

Barang dan Jasa; 

b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur 

penyelenggaraan tugas di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sesuai lingkup 

tugasnya; 

c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pengelolaan pengadaan barang 

dan jasa, pengelolaan LPSE, serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan 

jasa; 

d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan 

lingkup tugasnya; 

e. Pengendalian keigatan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; 

f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bagian 

Pengadaan Barang dan Jasa; dan 

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

k. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM 

Tugas Pokok 

Membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas koordinasi, perumusan, 

pembinaan, pengarahan, penyelengaraan dan evaluasi kebijakan daerah di Bagian 

Umum, Bagian Organisasi, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, serta Bagian 

Perencanaan dan Keuangan.  

Fungsi 

a. Penyusunan kebijakan daerah di Bagian Umum, Organisasi, Protokol dan 

Komunikasi Pimpinan, serta Perencanaan dan Keuangan; 

b. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di Bagian Umum, Organisasi, 

Protokol dan Komunikasi Pimpinan, serta Perencanaan dan Keuangan; 

c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas SKPD di Bagian Umum, Organisasi, Protokol 

dan Komunikasi Pimpinan, serta Perencanaan dan Keuangan; 

d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Bagian Umum, 

Organisasi, Protokol dan Komunikasi Pimpinan, serta Perencanaan dan Keuangan; 

e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan 

kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi 

pencapaian tujuan kebijakan di Bagian Umum, Organisasi, Protokol dan Komunikasi 

Pimpinan, serta Perencanaan dan Keuangan; dan 
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f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dibidang umum, 

organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, serta perencanaan dan keuangan 

yang berkaitan dengan tugasnya. 

l. BAGIAN ORGANISASI  

Tugas Pokok 

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan 

penyelenggaraan tugas dibidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik 

dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi.  

Fungsi 

a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bagian Organisasi; 

b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur 

penyelenggaraan tugas di Bagian Organisasi sesuai lingkup tugasnya; 

c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kelembagaan dan analisis jabatan, 

pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi; 

d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan 

lingkup tugasnya; 

e. Pengendalian kegiatan di Bagian Organisasi; 

f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bagian 

Organisasi; dan 

g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

m. BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 

Tugas Pokok 

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan 

penyelengaraan tugas dibidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi 

pimpinan. 

Fungsi 

a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bagian Protokol dan 

Komunikasi Pimpinan; 

b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur 

penyelenggaraan tugas di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sesuai lingkup 

tugasnya; 

c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang protocol, komunikasi pimpinan dan 

dokumentasi pimpinan; 

d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan 

lingkup tugasnya; 

e. Pengendalian kegiatan di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; 

f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bagian 

Protokol dan Komunikasi Pimpinan; dan 

g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 
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n. BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN 

Tugas Pokok 

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan 

penyelenggaraan tugas perencanaan, keuangan dan pelaporan.  

Fungsi 

a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bagian Perencanaan 

dan Keuangan; 

b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur 

penyelenggaraan tugas di Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai lingkup 

tugasnya; 

c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perencanaan, keuangan dan 

pelaporan; 

d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan 

lingkup tugasnya; 

e. Pengendalian kegiatan di Bagian Perencanaan dan Keuangan; 

f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bagian 

Perencanaan dan Keuangan; dan 

g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

o. BAGIAN UMUM  

Tugas Pokok 

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan 

penyelenggaraan tugas dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, 

perlengkapan dan rumah tangga. 

Fungsi 

a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bagian Umum; 

b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan, pengendalian dan 

mengatur penyelenggaraan tugas di Bagian Umum sesuai lingkup tugasnya; 

c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan 

kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga; 

d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan 

lingkup tugasnya; 

e. Pengendalian kegiatan di Bagian Umum; 

f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bagian 

Umum; dan 

g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

p. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL  

Tugas Pokok 

Melaksanakan kegiatan teknis berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu yang 

dikoordinir oleh pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab 

langsung kepada Sekretaris Daerah. 
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B. SUMBER DAYA SKPD 

1. Sumber Daya Manusia 

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan 

daerah adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat 

dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang 

ada. Dengan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang tepat, maka sumber 

daya manusia tersebut dapat melaksanakan tugas, pokok dan fungsi serta bertanggung 

jawab sehingga menghasilkan keluaran yang berkualitas dan sangat memuaskan juga. 

Berikut disampaikan data terkait sumber daya aparatur di Sekretariat Daerah Kabupaten 

Kubu Raya berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat / golongan, eselon, dan 

berdasarkan jenis kelamin dari masing-masing perangkat di Sekretariat Daerah 

Kabupaten Kubu Raya. 

Tabel 2.1 
Sumber Daya Aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya 

Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
 

No Perangkat 
Pendidikan 

Jumlah 
SLTA Diploma S-1 S-2 

1 Sekretaris Daerah - - - 1 1 

2 Asisten I, II, dan III - - - 2 2 

3 Staf Ahli Bupati - - - 1 1 

4 Bagian Tata Pemerintahan - - 8 - 8 

5 Bagian Hukum - 1 7 - 8 

6 Bagian Kesejahteraan Rakyat 1 - 5 - 6 

7 
Bagian Kerjasama dan 
Pertanahan 

- - 8 - 8 

8 
Bagian Pembangunan dan 
Perekonomian 

1 - 4 1 6 

9 
Bagian Pengadaan Barang dan 
Jasa 

- - 12 1 13 

10 Bagian Sumber Daya Alam - - 3 2 5 

11 Bagian Umum 3 2 3 2 10 

12 Bagian Organisasi 1 - 6 2 9 

13 
Bagian Protokol dan Komunikasi 
Pimpinan 

1 2 8 - 11 

14 
Bagian Perencanaan dan 
Keuangan 

- 5 5 1 11 

 Jumlah 7 10 69 13 99 

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya per 31 Desember 2021 
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Gambar 2.2 
Grafik Sumber Daya Aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya 

Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

Berdasarkan Tabel 2.1 dan Gambar 2.2 diatas, diketahui bahwa sebagian besar tingkat 

pendidikan Sumber Daya Aparatur di Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya tahun 

2021 adalah Sarjana tingkat Strata 1 (S-1) sebanyak 69 orang atau 69,69%, Strata 2 (S-

2) sebanyak 13 orang yaitu 13,13%. Jadi secara umum sumber daya aparatur Sekretariat 

Daerah Kabupaten Kubu Raya dilihat dari tingkat pendidikan sudah sangat baik. 

 
Tabel 2.2 

Sumber Daya Aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya 
Berdasarkan Pangkat / Golongan 

 

No Perangkat 
Golongan 

Jumlah 
I II III IV 

1 Sekretaris Daerah - - - 1 1 

2 Asisten I, II, dan III - - - 2 2 

3 Staf Ahli Bupati - - - 1 1 

4 Bagian Tata Pemerintahan - - 7 1 8 

5 Bagian Hukum - - 7 1 8 

6 Bagian Kesejahteraan Rakyat - 1 4 1 6 

7 Bagian Kerjasama dan Pertanahan - - 7 1 8 

8 
Bagian Pembangunan dan 
Perekonomian 

- - 5 1 6 

9 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa - - 13 - 13 

10 Bagian Sumber Daya Alam - - 4 1 5 

11 Bagian Umum - 3 6 1 10 

12 Bagian Organisasi - - 8 1 9 
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13 
Bagian Protokol dan Komunikasi 
Pimpinan 

- - 10 1 11 

14 Bagian Perencanaan dan Keuangan - 1 9 1 11 

 Jumlah - 5 80 14 99 

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya per 31 Desember 2021 

 
Gambar 2.3 

Grafik Sumber Daya Aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya 

Berdasarkan Pangkat / Golongan 

 

Berdasarkan Tabel 2.2 dan Gambar 2.3 tersebut diketahui bahwa secara umum sumber 

daya aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2021 berdasarkan 

pangkat / golongan sudah sangat baik, dimana dengan kondisi saat ini akan sangat 

memudahkan dalam regenerasi jabatan. 

Tabel  2.3 
Sumber Daya Aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya 

Berdasarkan Eselon 
 

No Perangkat 
Eselon 

Jumlah 
IV III II 

1 Sekretaris Daerah - - 1 1 

2 Asisten I, II, dan III - - 2 2 

3 Staf Ahli Bupati - - 1 1 

4 Bagian Tata Pemerintahan - 1 - 1 

5 Bagian Hukum - 1 - 1 

6 Bagian Kesejahteraan Rakyat - 1 - 1 

7 Bagian Kerjasama dan Pertanahan 2 1 - 3 

8 Bagian Pembangunan dan Perekonomian - 1 - 1 

9 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa - 1 - 1 
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10 Bagian Sumber Daya Alam - 1 - 1 

11 Bagian Umum - 1 - 1 

12 Bagian Organisasi - 1 - 1 

13 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 1 1 - 2 

14 Bagian Perencanaan dan Keuangan - 1 - 1 

 Jumlah 3 11 4 18 

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 

 

Gambar 2.4 
Grafik Sumber Daya Aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya 

Berdasarkan Eselon 

 

Berdasarkan Tabel 2.3 dan Gambar 2.4 tersebut diketahui bahwa pada tahun 2021 

terdapat kekosongan jabatan pada eselon III.b, adapun kekosongan terdapat pada 

jabatan Asisten Administrasi Umum dikarenakan telah mencapai masa Purna Tugas dan 

sementara diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt). Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya 

Nomor 107 Tahun 2019 tanggal 16 Desember 2019, susunan struktural di Sekretariat 

Daerah Kabupaten Kubu Raya memiliki 1 (satu) jabatan eselon II.a yaitu pada jabatan 

Sekretaris Daerah, 3 (tiga) jabatan eselon II.b pada jabatan Asisten Sekretaris Daerah, 

11 (sebelas) jabatan eselon III.a pada jabatan Kepala Bagian, dan 3 (tiga) jabatan eselon 

IV.a pada jabatan Kepala Sub Bagian. 

Tabel 2.4 
Sumber Daya Aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya 

Berdasarkan Jenis Kelamin 
 

No Perangkat 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
L P 

1 Sekretaris Daerah 1 - 1 

2 Asisten I, II, dan III 2 - 2 
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3 Staf Ahli Bupati 1 - 1 

4 Bagian Tata Pemerintahan 7 1 8 

5 Bagian Hukum 3 5 8 

6 Bagian Kesejahteraan Rakyat 5 1 6 

7 Bagian Kerjasama dan Pertanahan 5 3 8 

8 Bagian Pembangunan dan Perekonomian 3 3 6 

9 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 7 6 13 

10 Bagian Sumber Daya Alam 2 3 5 

11 Bagian Umum 5 5 10 

12 Bagian Organisasi 5 4 9 

13 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 7 4 11 

14 Bagian Perencanaan dan Keuangan 5 6 11 

 Jumlah 58 41 99 

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 

 
Gambar 2.5 

Grafik Sumber Daya Aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya 
Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Berdasarkan Tabel 2.4 dan Gambar 2.4 dapat disimpulkan bahwa Sekretariat Daerah 

Kabupaten Kubu Raya telah menerapkan keseteraan gender sehingga perbedaaan 

jumlah jenis kelamin laki-laki dan perempuan tidak terlalu jauh berbeda. Dengan jumlah 

laki-laki sebanyak 58 orang dengan persentase sebesar 58,59% dan perempuan 

sebanyak 41 orang dengan persentase sebesar 41,41%. 
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2. Sarana dan Prasarana 

Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam 

upaya pencapaian target kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya secara 

umum belum tercukupi secara maksimal. Untuk mengatasinya, Sekretariat Daerah 

Kabupaten Kubu Raya berusaha melakukan penambahan sarana dan prasarana sesuai 

kebutuhan secara bertahap mengingat kemampuan anggaran yang terbatas, dimana 

penambahan-penambahan tersebut disesuaikan dengan standar kualitas yang 

dibutuhkan. Disamping itu pemeliharaan secara rutin dan berkala juga dilakukan agar 

sarana dan prasarana tetap dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya dalam upaya 

menunjang pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai target kinerja dan 

keuangan yang efektif dan efisien. 

 

C. KINERJA PELAYANAN SKPD 

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya 

berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 107 Tahun 2019 tanggal 16 Desember 

2019 Tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu 

Raya dipahami bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Sekretariat Daerah 

mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan 

mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis serta menyelenggarakan tugas 

pemerintah daerah, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan lingkup 

tugas, yang dapat dibagi kedalam 3 (tiga) peran utama yaitu : 

1. Pelayanan Sebagai Pengambil Kebijakan 

Pelayanan sebagai Pengambil Kebijakan yang ditangani Sekretariat Daerah merupakan 

unit kerja penentu dalam menyusun dan merumuskan kebijakan pembangunan daerah, 

administrasi pemerintahan, kemasyarakatan, pengelolaan sumber daya aparatur, 

keuangan, sarana / prasarana pemerintah daerah yang diimplementasikan ke dalam 

Rencana Strategis Sekretariat Daerah. 

2. Pelayanan Sebagai Koordinator Pembangunan Daerah 

Pelayanan sebagai koordinator perumusan kebijakan pembangunan daerah, Sekretariat 

Daerah telah melaksanakan berbagai peran koordinatif yang melibatkan para pemangku 

kepentingan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah. 

3. Pelayanan Administrasi 

Sekretariat Daerah melakukan kajian, telaahan, evaluasi kebijakan, serta penyediaan 

data dan informasi sebagai bahan masukan dalam rangka penyusunan kebijakan 

pembangunan daerah dan pelayanan administratif kepada Perangkat Daerah di 

lingkungan Pemerintah Daerah. 
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Tabel 2.5 
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya 

Periode Rencana Strategis Tahun 2014-2019 
 

No 

Indikator Kinerja 
Seusia Tugas dan 
Fungsi Perangkat 

Daerah 

Target Renstra Perangkat Daerah 
Tahun ke- 

Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Pada Tahun ke- 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Indeks Reformasi 
Birokrasi 

B B B B B B B B B B B B 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Tabel 2.6 
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya 

Periode Rencana Strategis Tahun 2014-2019 
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D. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN 

Eksistensi Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagai Satuan Kerja Perangkat 

Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Bupati dalam menyusun 

kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis serta menyelenggarakan 

tugas pemerintah daerah, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan lingkup 

tugas. 

1. Masalah Sumber Daya Manusia 

Kondisi sumber daya manusia yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas 

jumlahnya khususnya yang memiliki kualitas atau skill sesuai kebutuhan, sehingga 

penerapan “the right man on the right place” belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. 

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan sumber 

daya manusia yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya melalui pendidikan 

dan pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan secara intensif dan lain-lain baik 

formal maupun non formal yang diselenggarakan sendiri maupun yang diselenggarakan 

oleh pemerintah pusat/propinsi dan institusi lain sesuai dengan bidang kewenangannya. 

2. Masalah sarana dan prasarana 

Kondisi sarana dan prasarana pendukung  pelaksanaan program dan kegiatan 

dalam upaya pencapaian target kinerja pada setiap bidang pemerintahan secara umum 

masih kurang memadai baik dari kualitas maupun kuantitas. Untuk mengatasinya, 

Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya berusaha melakukan penambahan sarana 

dan prasarana sesuai kebutuhan secara bertahap mengingat kemampuan anggaran 

yang terbatas, dimana penambahan-penambahan tersebut disesuaikan dengan standar 

kualitas yang dibutuhkan. Disamping itu pemeliharaan secara rutin dan berkala juga 

dilakukan agar sarana dan prasarana tetap dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya 

dalamupaya menunjang pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai target 

kinerja yang efektif dan efisien. 

3. Masalah Sistem dan Prosedur. 

Adanya perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur 

tentang struktur organisasi dan tata kerja berdampak secara langsung terhadap 

pelaksanaan program dan kegiatan. Adanya perbedaan dalam pemahaman sistem dan 

prosedur yang baru  berpengaruh pada pelaksanaan program kegiatan dan pada 

akhirnya berpengaruh pula terhadap pencapaian target kinerja. 

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahamanterhadap 

sistem dan prosedur yang baru adalah dengan jalan mengikuti bimbingan teknis dan 

pembinaan-pembinaan secara rutin dan berkala serta melakukan konsultasi-konsultasi 

kepada instansi yang berkompeten. 

4. Krisis Kesehatan Nasional dan Dunia 

Seperti diketahui pada tahun 2020, timbul permasalahan global yang juga 

berdampak pada perekonomian nasional di Indonesia. Timbulnya pandemi Covid-19 

telah melumpuhkan banyak sektor di Indonesia, baik perekonomian, kesehatan, hingga 

permasalahan sosial. 
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Dengan adanya pandemi Covid-19, juga berdampak langsung pada pelaksanaan 

program dan kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya. Dengan 

dilaksanakannya Work From Home (WFH) serta pembatasan sosial dengan meniadakan 

kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa, maka beberapa program dan kegiatan 

harus dibatalkan pelaksanaannya atau dengan menggelar kegiatan secara virtual atau 

melalui Video Conference, namun secara kualitas pelaksanaan dapat dikatakan tidak 

maksimal. 

Pergeseran dan pengurangan anggaran juga dilaksanakan terhadap kegiatan-

kegiatan yang batal dilaksanakan untuk menunjang kekuatan anggaran Pemerintah 

dalam menghadapi pandemi Covid-19. 
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BAB III 
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN 

TUGAS POKOK DAN FUNGSI 
 

A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN 

SKPD 

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus 

diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang 

signifikan bagi SKPD di masa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis 

adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar 

atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk 

meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Informasi yang diperlukan 

dalam perumusan isu-isu strategis dapat disusun kedalam tabel matriks di Sekretariat Daerah 

Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut : 
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Tabel 3.1 
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya 

 

Aspek Kajian 
Capaian / Kondisi 

Saat Ini 
Standar Yang 

Digunakan 

Faktor Yang Mempengaruhi 
Permasalahan 

Pelayanan SKPD 
Bagian Internal 

(Kewenangan SKPD) 
Eksternal (Diluar 

Kewenangan SKPD) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Penyusunan 
Laporan Kinerja 
SKPD 

Laporan LPPD / LKPj 
SKPD, Laporan 
LKjIP SKPD 

Peraturan Bupati 
Kubu Raya 
tentang Tugas 
Pokok dan Fungsi 

1. Fasilitasi, Sarana dan 
Prasarana Pendukung 

2. Koordinasi dan Konsultasi 
3. Data dukung dari seluruh 

Bagian 

Data dukung dari seluruh 
stakeholder 

Penyampaian Data 
Dukung yang tidak 
tepat waktu 

Bagian 
Perencanaan 
dan Keuangan 

Penyusunan 
Laporan 
Keuangan Akhir 
Tahun SKPD 

Laporan Keuangan 
Akhir Tahun SKPD 

Peraturan Bupati 
Kubu Raya 
tentang Tugas 
Pokok dan Fungsi 

1. Fasilitasi, Sarana dan 
Prasarana Pendukung 

2. Koordinasi dan Konsultasi 
3. Data dukung dari seluruh 

Bagian 

Data dukung dari seluruh 
stakeholder 

Penyampaian Data 
Dukung yang tidak 
tepat waktu 

Bagian 
Perencanaan 
dan Keuangan 

Penyusunan 
Perencanaan 
Perangkat 
Daerah 

Dokumen Renstra, 
Renja 

Peraturan Bupati 
Kubu Raya 
tentang Tugas 
Pokok dan Fungsi 

1. Fasilitasi, Sarana dan 
Prasarana Pendukung 

2. Koordinasi dan Konsultasi 
3. Data Dukung dari seluruh 

Bagian 

Data dukung dari seluruh 
stakeholder 

1. Kualitas SDM 
dalam 
penyusunan data 
perencanaan 

2. Penyampaian 
data yang tidak 
tepat waktu 

Bagian 
Perencanaan 
dan Keuangan 

Fasilitasi 
Kerjasama Antar 
Daerah dan 
Lembaga 
Lainnya 

Dokumen Perjanjian 
Kerjasama 

Peraturan Bupati 
Kubu Raya 
tentang Tugas 
Pokok dan Fungsi 

1. Fasilitasi 
2. Koordinasi dan Konsultasi 

Data dukung untuk fasilitasi 
Kerjasama daerah dan 
Lembaga lainnya 

Belum ditindak 
lanjutinya seluruh 
Kerjasama dengan 
perjanjian kerjasama 

Bagian 
Kerjasama 
dan 
Pertanahan 

Batas Wilayah Batas Wilayah 
Kabupaten, dan 
Antar Kecamatan 

Peraturan Bupati 
Kubu Raya 
tentang Tugas 
Pokok dan Fungsi 

1. Fasilitasi 
2. Koordinasi dan Konsultasi 
3. Pembinaan 

Data dukung batas wilayah 
kecamatan dan desa 

Sering terjadinya 
permasalahan tentang 
batas wilayah 

Bagian Tata 
Pemerintahan 
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Pelaksanaan 
Pengadaan 
Barang / Jasa 
Pemerintah 

Pelaksanaan 
pengadaan barang / 
jasa telah sesuai 
dengan SOP 

Peraturan Bupati 
Kubu Raya 
tentang Tugas 
Pokok dan Fungsi 

Tenaga Fungsional UKPBJ Aturan / Payung Hukum 
Pemerintah Pusat dalam 
Pengadaan Barang / Jasa 
Pemerintah 

Ketidaksesuaian 
aturan / Payung 
Hukum Pemerintah 
Pusat dalam 
Pengadaan Barang / 
Jasa Pemerintah 
dengan kondisi di 
daerah 

Bagian 
Pengadaan 
Barang / Jasa 

Produk Hukum 
Daerah, 
Pelayanan dan 
Kesadaran 
Hukum serta 
Publikasi 

- Peraturan Bupati 
Kubu Raya 
tentang Tugas 
Pokok dan Fungsi 

1. Tenaga Publikasi 
2. Koordinasi dan Konsultasi 
3. Tenaga Penyusun Produk 

Hukum (Legal Drafting) 

1. Proses Penyusunan 
Produk Hukum di SKPD 

2. Kesadaran Hukum 
Masyarakat untuk Taat 
kepada Peraturan 
Perundang-Undangan 

1. Kurangnya Tenaga 
Publikasi 

2. Belum Optimalnya 
Aplikasi JDIH 

3. Kurangnya Tenaga 
Legal Drafting 

Bagian 
Hukum 

Penataan 
Kelembagaan 

100% sesuai dengan 
peraturan 
perundang-
undangan yang 
mengatur tentang 
kelembagaan 
perangkat daerah 

1. UU No. 23 
tahun 2014 

2. PP No. 18 
tahun 2016 

1. Pengumpulan Data 
kelembagaan 

2. Mengkoordinasikan 
penyusunan draft raperda 
kelembagaan perangkat 
daerah dan draft Peraturan 
Bupati tentang tugas pokok 
dan fungsi 

3. Menyusun draft Perda 
kelembagaan perangkat 
daerah 

4. Menyusun draft Peraturan 
Bupati tentang tugas pokok 
dan fungsi SKPD 

5. Melaksanakan penyiapan 
bahan dalam rangka 
evaluasi dan pelaporan 
kelembagaan perangkat 
daerah 

1. Pemahaman akan 
kewenangan, tugas 
pokok dan fungsi 
masing-masing SKPD 

2. Kompetensi teknis 
masing-masing SKPD 

3. Pembahasan draft 
Raperda kelembagaan 
Perangkat Daerah 
bersama DPRD 

4. Pemahaman pejabat 
akan tugas pokok 
fungsinya 

1. Jumlah dan 
kualitas tenaga 
analisa 
kelembagaan yang 
belum memadai 

2. Kurangnya 
pengetahuan dan 
rendahnya tingkat 
kesadaran SKPD 
akan arti penting 
Penataan 
Kelembagaan 

3. Kurangnya 
koordinasi antar 
instansi terkait  

4. Jumlah dan 
kualitas tenaga 
analisa jabatan 
yang belum 
memadai  

Bagian 
Organisasi 
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6. Melaksanakan Anjab dan 
ABK 

7. Melaksanakan evaluasi 
jabatan 

5. Kurangnya 
pengetahuan dan 
rendahnya tingkat 
kesadaran SKPD 
akan arti penting 
anjab dan abk  

6. Kurangnya 
koordinasi antar 
instansi terkait 

Ketatalaksanaan 1. Banyaknya 
SKPD yang 
belum menyusun 
standar 
pelayanan 

2. Pelayanan SKPD 
belum sesuai 
dengan SOP 

3. Banyaknya 
SKPD yang 
belum 
membentuk KBK 

4. Rendahnya 
inovasi 
pelayanan SKPD 

SOP pelayanan 
masing-masing 
SKPD 

3. Fasilitasi penyusunan SOP 
4. Fasilitasi pembentukan 

KBK 
5. Fasilitasi inovasi 

pelayanan OPD 

1. Banyaknya jenis 
pelayanan masing-
masing SKPD  

2. Kesadaran SKPD 
untuk menysuun 
Standar Pelayanan 

3. Kebutuhan SKPD 
untuk membentuk KBK 

1. Jumlah tenaga 
pengolah data 
ketatalaksanaan 
yang belum 
memadai 

2. Kurangnya 
pengetahuan dan 
rendahnya tingkat 
kesadaran SKPD 
akan arti penting 
ketatalaksanaan 

3. Kurangnya 
koordinasi antar 
instansi terkait 

Bagian 
Organisasi 

Reformasi 
Birokrasi 

Road Map Reformasi 
Birokrasi 

Permenpan RB 
tentang Reformasi 
Birokrasi 

Fasilitasi Penyusunan Road 
Map Reformasi Birokrasi 

1. Pemahaman SKPD 
Tentang Reformasi 
Birokrasi 

2. Tugas Pokok dan 
Fungsi SKPD 

1. Jumlah tenaga 
pengolah data 
PAN RB yang 
belum memadai 

2. Kurangnya 
pengetahuan dan 
rendahnya tingkat 
kesadaran SKPD 
akan arti penting 
reformasi birokrasi 

Bagian 
Organisasi 
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3. Kurangnya 
koordinasi antar 
instansi terkait 

Tata Usaha dan 
Kepegawaian 

Daftar Urut 
Kepegawaian 

Peraturan Bupati 
Kubu Raya 
tentang Tugas 
Pokok dan Fungsi 

1. Fasilitasi Penyusunan 
DUK 

2. Data Dukung Seluruh 
Bagian 

1. Mutasi dan Masa 
Pensiun Pegawai 

Kurang Tenaga 
Pengolah Data 
Kepegawaian 

Bagian Umum 

Perencanaan 
dan Keuangan 

APBD Sekretariat 
Daerah 

Peraturan Bupati 
Kubu Raya 
tentang Tugas 
Pokok dan Fungsi 

1. Fasilitasi Penyusunan DPA 
2. Data Dukung (RKA) dari 

Bagian 
3. Pemahaman Bagian 

Tentang Penyusunan 
Rencana Kerja Anggaran 
(RKA) 

1. Sistem Operasi 
Perencanaan 
Anggaran dan 
Penatausahaan 
Keuangan 

Kurangnya 
Pemahaman Bagian 
Tentang Penyusunan 
Perencanaan 
Keuangan 

Bagian 
Perencanaan 
dan Keuangan 

Rumah Tangga 
dan 
Perlengkapan 

- - 1. Sarana dan Prasarana 
Pelayanan 

2. Tenaga Lapangan 
 

Permohonan Pelayanan 
Kerumahtanggaan dan 
Perlengkapan dari Instansi 
didalam dan diluar 
Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Kubu Raya 

Kurangnya Sarana 
dan Prasarana dan 
Tenaga Personil 
dalam Pelaksanaan 
Pelayanan Pimpinan 

Bagian Umum 

Penyusunan 
pedoman dan 
petunjuk teknis 
untuk 
peningkatan 
kesejahteraan 
rakyat 

Fardhu Kifayah dan 
Guru Ngaji 

- 1. Fasilitasi 
2. Koordinasi 

1. Data Dukung dari Desa 
dan Kecamatan 

1. Kurangnya 
personil pengolah 
data dalam 
pelaksanaan 
fasilitasi Fardhu 
Kifayah dan Guru 
Ngaji 

2. Monitoring dan 
Evaluasi yang 
masih kurang 
dilaksanakan 

Bagian 
Kesejahteraan 
Rakyat 
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Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan indikasi permasalahan di Sekretariat 

Daerah Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut : 

1. Kurang akuratnya data dalam penyusunan laporan kinerja pemerintahan; 

2. Belum ditindaklanjutinya seluruh kerjasama antar daerah dan lembaga melalui perjanjian 

kerjasama; 

3. Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah masih mengalami 

kendala; 

4. Masih terbenturnya permasalahan pengadaan barang dan jasa antara peraturan 

pemerintah pusat dengan kondisi di daerah; 

5. Kurangnya tenaga penyusun produk hukum (legal drafting); 

6. Jumlah dan kualitas Sumber Daya Aparatur di bidang organisasi dan ketatalaksanaan 

yang belum memadai; 

7. Kurangnya pemahaman Sumber Daya Aparatur dalam penyusunan Rencana Kerja dan 

Keuangan; 

8. Kurangnya Sumber Daya Aparatur dalam pelayanan kedinasan pimpinan; 

9. Kurangnya personil pengolah data dalam pelaksanaan fasilitasi Fardhu Kifayah dan Guru 

Ngaji. 

Adapun kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh dalam mengantisipasi isu-isu strategis 

tersebut adalah : 

1. Meningkatkan koordinasi antar Bidang / Bagian terkait dalam penyusunan laporan kinerja 

pemerintahan; 

2. Percepatan penyusunan perjanjian kerjasama antar daerah dan lembaga; 

3. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian permasalahan 

batas-batas wilayah di daerah; 

4. Meningkatkan koordinasi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait 

pengadaan barang dan jasa pemerintah; 

5. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petugas melalui pendidikan dan pelatihan 

berupa Bimbingan Teknis, seminar, workshop, maupun mengikuti pameran / expo; 

6. Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan aset (tanah) dengan 

sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat luas, dan menyelesaikan sengketa batas 

wilayah yang terjadi; 

7. Meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji, dan meningkatkan pembinaan pada 

lembaga keagamaan, guru-guru, tokoh masyarakat, sehingga tidak terjadi gesekan yang 

berkaitan dengan agama dan etnis; 

 

B. TELAAH VISI MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 

Melihat kondisi dan situasi pada masa sekarang ini yang mengalami era globalisasi dan 

mengantisipasi tantangan pada masa yang akan datang, Sekretariat Daerah Kabupaten 

Kubu Raya sebagai salah satu organisasi Pemerintah dan Perangkat Daerah perlu terus 

menerus mengembangkan dan meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat. 

Visi Sekretariat Daerah dirumuskan dengan memperhatikan visi Bupati / Wakil Bupati 

yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
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Kabupaten Kubu Raya tahun 2019-2024. Adapun visi dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya 

adalah 

"Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, 

Berkualitas dan Religius" 

Dalam memujudkan visi yang telah disepakati dan ditetapkan, disusun misi yang 

merupakan dasar keberadaan suatu organisasi. Adapun misi Sekretariat Daerah yaitu 

mengejar pencapaian dari misi pertama Kabupaten Kubu Raya yaitu : 

“Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan 

Berwibawa (Good and Clean Governance)” 

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam 

rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian kegiatan 

merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan 

dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagii pencapaian visi dan misi.  

Program berdasarkan urusan yang ditangani Sekretariat Daerah dengan rincian sebagai 

berikut: 

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan 

Keuangan 

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambagan  

6. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 

7. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 

8. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 

9. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah 

10. Program Peningkatkan, Pengembangan dan Pengelolahan Keuangan Daerah 

11. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertahanan 

12. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 

13. Program Implementasi LPSE 

14. Promosi Perencanaan Pembangunan Daerah 

15. Peningkatan Kapasitas Pekerjaan Sosial 

16. Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 

17. Pogram Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 

18. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 

19. Program Penataan Daerah Otonomi Baru 

20. Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Kehutanan 

21. Program Penataan Kecamatan / Kelurahan 

22. Pembinaan Dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan Aparatur 

Pemerintahan Daerah 

23. Program Pembinaan Mental Spiritual Umat Beragama 

24. Program Perumusan Kebijakan Bidang Pembangunan Daerah 

25. Program Perumusan Kebijakan Perumusan Perekonomian Daerah 



RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN III 
(RPJMD-P KABUPATEN KUBU RAYA 

TAHUN 2019-2024) 
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA 

 

Halaman 38 

 

26. Program Peningkatan Kinerja Badan Usaha Daerah 

Dengan terbitnya Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah yang kemudian diverifikasi melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah kemudian 

ditetapkan Kembali melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 

tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka program 

berdasarkan urusan yang ditangani Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya dengan 

rincian sebagai berikut : 

a. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan 

1. Program Pengelolaan Izin Lokasi 

2. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 

3. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan 

4. Program Pengelolaan Tanah Kosong 

5. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah 

6. Program Penatagunaan Tanah 

b. Urusan Sekretariat Daerah 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota 

2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 

3. Program Perekonomian dan Pembangunan 

 

C. TELAAH RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA 

Dalam rangka mengintegrasikan, memadukan, dan mensinergikan perencanaan antar 

daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi serta mewujudkan keterkaitan dan 

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dilakukan 

dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat, serta menggunakan sumber daya secara 

efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. 

Berdasarkan hal tersebut, maka penentuan visi, misi, kebijakan, tujuan dan sasaran 

institusi harus selaras dengan Pemerintah Pusat. Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya, 

sebagai institusi di daerah menyusun program dan kegiatan sebagai penjabaran dari visi dan 

misi yang selaras dengan program dan kegiatan Pemerintah Pusat sebagai institusi 

perencana di tingkat pusat dan kementerian / lembaga yang terkait. Dalam pelaksanaannya 

sinergitas program dan kegiatan Pemerintah Pusat dengan program dan kegiatan 

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang disusun oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu 

Raya masih terdapat kendala terkait dinamika perubahan lingkungan strategis, yaitu: 

1. Masih terdapat Peraturan Perundangan-undangan yang belum sepenuhnya terintegrasi 

secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan 

daerah. 

2. Masih terbatasnya kualitas sumberdaya manusia perencana pembangunan di daerah. 
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3. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah masih menimbulkan penafsiran yang 

beragam. Hal ini menimbulkan dampak yang menghambat upaya mensinergikan 

program-program pembangunan antar daerah serta antara pusat dan daerah. 

 

D. TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP 

STRATEGIS 

Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dimaksudkan sebagai 

acuan dalam kegiatan penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten oleh pemerintah 

daerah kabupaten dan para pemangku kepentingan lainnya. Pedoman Penyusunan Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan rencana tata ruang wilayah 

kabupaten yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 

tentang Penataan Ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota 

merupakan alat pengaturan, pengendalian dan pengarahan pemanfaatan ruang di wilayah 

Kabupaten / Kota. 

Penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, 

nyaman, produktif, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.  Penataan ruang wilayah 

Kabupaten Kubu Raya dituangkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu 

Raya yang berfungsi sebagai acuan dalam mengembangkan rencana struktur dan rencana 

pola ruang Kabupaten Kubu Raya, dalam rangka mewujudkan masyarakat Kubu Raya yang 

Maju, Harmonis dan Berbudaya serta Memiliki Daya Saing. 

Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya 

Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah 

Kabupaten Kubu Raya dipahami bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya 

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun 

kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan koordinasi teknis serta 

menyelenggarakan tugas pemerintah daerah, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan 

sesuai dengan lingkup tugas, yang dapat dibagi kedalam 3 (tiga) peran utama yaitu sebagai 

pengambil kebijakan, sebagai koordinator pembangunan daerah, sebagai pelayanan 

administrasi. 
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BAB IV 
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

 

A. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk 

mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis 

daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-

sasaran yang ingin dicapai. 

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara 

terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 

(lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja kinerja 

sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani serta profil pelayanan 

yang terkait dengan indikator kinerja. 

Rencana Strategik Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya merupakan penjabaran 

dari RPJMD Kabupaten Kubu Raya sehingga perumusan tujuan dan sasaran Renstra 

Sekretariat Daerah tidak boleh bertentangan dengan dan harus mendukung tujuan dan 

sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya 

sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 dan 

perubahannya. 

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya 

mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya yaitu :  

1. Misi 1 RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 yaitu Meningkatkan Budaya 

Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa (Good and Clean 

Governance).  

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten 

Kubu Raya adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan 

Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam rangka mendukung capaian visi 

dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya yaitu Sasaran didalam RPJMD Kabupaten 

Kubu Raya Tahun 2019-2024 : 

a. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan 

b. Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kepada Masyarakat 
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Tabel 4.1 
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan 

Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya 
 

No Tujuan Sasaran 
Indikator Sasaran Target Kinerja 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Meningkatnya Kualitas 

Akuntabilitas Kinerja dan 

Keuangan 

Meningkatnya Kualitas 

Akuntabilitas Kinerja 

Pemerintahan Daerah 

Nilai Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 

Pemerintah (AKIP) 

A 

(80,05) 

 

A 

(80,15) 

A 

(80,35) 

BB 

(71,20) 

BB 

(71,30) 

BB 

(71,40) 

2 Meningkatnya Kepuasan 

Pelayanan Kepada Masyarakat 

Meningkatnya Kepuasan 

Pelayanan Publik 

Nilai Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat (IKM) 

B 

(84,50) 

 

B 

(85,00) 

B 

(85,50) 

B 

(85,80) 

B 

(86,00) 

B 

(86,20) 
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BAB V 
STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

 

A. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

Setelah dirumuskan tujuan dan sasaran, maka diperlukan strategi dan arah kebijakan 

dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya tahun 2019-2024. Strategi dan arah kebijakan 

merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Sekretariat Daerah 

Kabupaten Kubu Raya melakukan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target 

kinerja dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan. 

Strategi disusun berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dengan 

memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait 

dengan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya. 

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu 

lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu 

sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu kebijakan pada dasarnya merupakan 

ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam 

pengembangan ataupun pelaksanaan program / kegiatan guna tercapainya kelancaran dan 

keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi satuan kerja perangkat 

daerah. 
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Tabel 5.1 
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya 

 

Visi Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius 

Misi Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa (Good and Clean Governance) 

Tujuan 1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan 
2. Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kepada Masyarakat 

Sasaran   1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah 
2. Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

Meningkatnya Kualitas 
Akuntabilitas Kinerja 
dan Keuangan 

1. Meningkatnya 
Kualitas Akuntabilitas 
Kinerja Pemerintahan 
Daerah 

1. Meningkatkan Koordinasi di Bidang Perencanaan 
dan Evaluasi Kinerja 

2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur 
Terkait Akuntabilitasi Kinerja 

3. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Akuntabilitas 
Kinerja 

4. Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (AKIP) pada Unit Kerja 

1. Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan dan 
Evaluasi Kinerja 

2. Sosialisasi / Bimbingan Teknis Terkait Akuntabilitas 
Kinerja 

3. Asistensi dan Bimbingan tentang Dokumen 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 

4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Fasilitasi, 
Konsultasi, dan Evaluasi di Bidang Kelembagaan, 
Ketatalaksanaan, dan Pengembangan Kinerja 

Meningkatnya 
Kepuasan Pelayanan 
Publik 

2. Meningkatnya 
Kepuasan Pelayanan 
Publik 

1. Optimalisasi Sistem Informasi Hukum Daerah 
 

 
2. Optimalisasi Bantuan Hukum Kepada Perangkat 

Daerah dan Pemerintahan Desa 
 

3. Optimalisasi Pengadaan Barang dan Jasa 
4. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Melalui 

Dukungan Pelayanan Sarana dan Prasarana 
 

5. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keprotokolan 

1. Peningkatan Publikasi dan Konsultasi Produk 
Hukum Daerah melalui Sistem JDIH Kabupaten 
Kubu Raya 

2. Pemberian Bantuan Hukum atas Perkara Perdata 
dan Tata Usaha Negara serta Fasilitasi 
Penyelesaian Permasalahan Hukum 

3. Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa 
4. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana 

Menurut Skala Prioritas dengan Diikuti Peningkatan 
Kualitas Sumber Daya Aparatur Pengelola 

5. Peningkatan Koordinasi dengan Instansi Terkait 
Guna Mewujudkan Kualitas Pelayanan 
Keprotokolan yang Prima dan Meningkatkan 
Kemampuan Teknis Bidang Keprotokolan 
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BAB VI 
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

 

A. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019-2024 

Untuk mewujudkan visi dan misi maka harus dipilih strategi yang tepat agar dapat 

meningkatkan kinerja. Strategi Sekretariat Daerah yang diterapkan mencakup penentuan 

kebijakan, program dan kegiatan. 

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-

pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau 

petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya 

mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi.  

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam 

rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dengan demikian kegiatan 

merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan 

dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi.  

Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek 

operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana strategik yang berturut-turut diarahkan untuk 

memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi. 

Program dan Kegiatan berdasarkan urusan yang ditangani Sekretariat Daerah dengan 

rincian sebagai dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini : 
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Tabel 6.1 
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya 
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BAB VII 
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

 

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat 

keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja 

akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya 

telah berhasil dilaksanakan ataudicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang 

baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih 

menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem 

pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing 

dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa 

saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. 

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan 

pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat 

merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi 

pemerintah untuk menentukan indicator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan 

adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan 

untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator 

kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan 

menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif 

keberhasilannya. 

Beberapa syarat dalam menentukan indikator kinerja adalah diantaranya : 

1. Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalahan 

interpretasi. 

2. Dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif yaitu dua atau 

lebih mengukur indikator kinerja mempunyai kinerja yang sama. 

3. Relevan, artinya indicator kinerja harus menangani aspek-aspek obyektif yang relevan. 

4. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, 

keluaran, hasilmanfaat, dan dampak serta proses. 

5. Fleksibel dan sensitif terhadap perubahan / penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan 

kegiatan 

6. Efektif, artinya data / informasi yang berkaitan dengan indicator kinerja yang bersangkutan 

dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisa dengan biaya yang tersedia. 

Sebagaimana Visi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 ”Mewujudkan Kabupaten 

Kubu Raya Yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius”, Misi 

Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 dirumuskan sebagai berikut : 

1. Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa 

(Good and Clean Governance); 

2. Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Mendasar dan Perbaikan Kualitas Hidup Masyarakat; 

3. Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa Untuk Pembangunan Yang Berkeadilan dan 

Berdasarkan Pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal; 
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4. Meningkatkan Penguatan Aktifitas dan Kelembagaan Bernuansa Religius di Seluruh Lapisan 

Masyarakat; dan 

5. Meningkatkan Penguatan Peran Perempuan Untuk Peningkatan Kualitas dan Kemandirian 

Ekonomi. 

Dari penjabaran diatas, Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya yang 

mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 

adalah sebagai berikut : 

1. Misi  : Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan  

  Berwibawa (Good and Clean Governance) 

2. Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan 

3. Tujuan 2 : Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kepada Masyarakat 

4. Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah 

5. Sasaran 2 : Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik 

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 7.1 sebagai berikut : 
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Tabel 7.1 
Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 

 

Visi : Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius 

Misi Tujuan Sasaran Indikator 
Sasaran 

Satuan 

Kondisi 
Awal 
(n-1) 

Target Kinerja Kondisi 
Akhir 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Meningkatkan 

Budaya Kerja 

dan Tata 

Kelola 

Pemerintahan 

Yang Bersih 

dan 

Berwibawa 

(Good and 

Clean 

Governance) 

1. Meningkatnya 

Kualitas 

Akuntabilitas 

Kinerja dan 

Keuangan 

 

2. Meningkatnya 

Kepuasan 

Pelayanan 

Kepada 

Masyarakat 

1. Meningkatnya 

Kualitas 

Akuntabilitas 

Kinerja 

Pemerintahan 

Daerah 

2. Meningkatnya 

Kepuasan 

Pelayanan Publik 

1. Nilai 

Akuntabilitas 

Kinerja 

Instansi 

Pemerintah 

(AKIP) 

2. Nilai Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

(IKM) 

Predikat 

(Nilai) 

 

 

 

 

Predikat 

(Nilai) 

- 

 

 

 

 

 

- 

A 

(80,05) 

 

 

 

 

B 

(84,50) 

A 

(80,15) 

 

 

 

 

B 

(85,00) 

A 

(80,35) 

 

 

 

 

B 

(85,50) 

BB 

(71,20) 

 

 

 

 

B 

(85,80) 

BB 

(71,30) 

 

 

 

 

B 

(86,00) 

BB 

(71,40) 

 

 

 

 

B 

(86,20) 

BB 

(71,40) 

 

 

 

 

B 

(86,20) 
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BAB VIII 
PENUTUP 

 

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah tahun 2019-2024 merupakan dokumen 

perencanaan jangka menengah Sekretariat Daerah yang akan dijabarkan ke dalam Rencana 

Kerja (Renja) Sekretariat Daerah tahunan. Penyusunan Rencana Strategis merupakan kegiatan 

dalam mencari tahu dimana organisasi berada saat ini, kemana arah yang harus dituju organisasi 

dan bagaimana cara / strategi untuk mencapai tujuan tersebut.  

Rencana Strategis Sekretariat Daerah tahun 2019-2024 menjadi acuan bagi seluruh unsur / 

bagian yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya, karena : 

1. Merupakan alat yang bermanfaat untuk menilai pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah 

Kabupaten Kubu Raya dan mengukur seberapa besar pencapaian target kinerja yang telah 

ditetapkan sepanjang tahun 2019-2024. 

2. Memudahkan pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah pada akhir tahun 2024, 

karena dapat segera dilakukan perbandingan terbalik antara rencana dan realisasi dengan 

menggunakan lima indikator kinerja, yaitu : input, output, outcomes, benefit dan impact. 

Kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretariat Daerah dengan mengoptimalkan sumber daya 

aparatur dan alokasi dana anggaran melalui pendekatan kinerja serta prinsip-prinsip efisiensi, 

efektifitas dan kehematan serta rasionalisasi, agar seluruh kegiatan yang dilaksanakan dapat 

berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Disamping itu, Sekretariat Daerah juga 

perlu menetapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan sistem pengawasan yang akuntabel 

dalam penyelenggaraan kegiatan dan pengelolaan keuangan. 
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